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RUANG LINGKUP RUJUKAN 
DASAR HUKUM UTAMA ADMINDUK

Perubahan Atas PMDN 38/2009 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan 

Blangko KTP Berbasis NIK Secara Nasional

Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data KependudukanPMDN 102/2019

PMDN 76/2020 Perangkat Pembaca dan Penulis Serta Perangkat Pembaca KTP-el

UU No. 23/2006, 

Psl 5, 6, 7, 8, 13 & 83  
tentang : hak dan

Kewajiban Pemerintah

Pusat dan Daerah

Pasal 5,6,7,8

tentang : Hak dan

Kewajiban Penduduk

Pasal 13

Dipergunakan :

1. Lay. Publik

2. Perc. Pembngunan

3. Alokasi Anggaran

4. Pembngunan demokrasi

5. Pngkan Hkm & Pcgh Krimnl

Pasal 58 Ayat 4

tentang

Perlindungan & 

Kerahasiaan

Data & Dokumen

Kependudukan

Pasal 79

tentang : Pemanfaatan

Data Kependudukan

Pasal 83

UU No. 24/2013, 
Psl 58 Ayat 4 & Psl 79

Menteri memberikan hak akses

untuk pemanfaatan:

a) Data Kependudukan; dan

b) KTP-el

Pemberian Hak Akses 
PP No. 40/2019

Psl 10 Ayat 1 & 3
yg terdiri:

1. Kementerian;

2. Lembaga; dan

3. BHI

PMDN 6/2011

Satu Data IndonesiaPERPRES 39/2019

Strategi Nasional Percepatan Administrasi Data Kependudukan untuk Pembangunan Statistik HayatiPERPRES 62/2019



PENDAFTARAN 

PENDUDUK

• Penerbitan NIK
• Perubahan alamat;
• Pindat dlm Wil Indonesia
• Pindat Antar negara;
• Penddk Pelintas batas; 
• Pendataan Penduduk

Rentan Adminduk;
• Pelaporan pddk yg tdk

mampu mengantar
sendiri

PENCATATAN ATAS

PELAPORAN PERISTIWA 

KEPENDUDUKAN

PENCATATAN SIPIL

PENCATATAN ATAS     

PELAPORAN PERISTIWA 

PENTING 

• Kelahiran;
• Lahir mati;
• Perkawinan;
• Pembatalan Perkawinan;
• Perceraian;
• Pembatalan Perceraian
• Kematian;
• Pengangkatan Anak;
• Pengakuan Anak;
• Pengesahan anak;
• Perubahan Nama;
• Perubahan Status 

Kewaganegaraan; 
• Peristiwa Penting lainnya;
• Pelaporan pddk yg tdk

mampu melapor sendiri.V

PEMUTAKHIRAN 

BIODATA
DATA/INFODUK SIAK 

PENERBITAN

NIK,KK,KTP,

Srt Ket Kpdkn

PENERBITAN AKTA/ 

PEMBUATAN CATATAN 

PINGGIR

PEMANFAATAN DATA 

UNTUK PEMERINTAHAN 

& PEMBANGUNAN

PENCATATAN 

BIODATA

RUANG LINGKUP ADMINDUK



Menteri memberikan hak

akses data pribadi kpd

petugas provinsi dan petugas

Instansi Pelaksana.

Pasal 56 ayat (4) PP 40/2019

Untuk kepentingan keamanan

negara dan penegakan hukum,

data pribadi penduduk yang

harus dilindungi hanya dapat

diakses dengan persetujuan

Menteri

Pasal 84 ayat (1) UU 24/2013
Data pribadi penduduk yg harus
dilindungi memuat:
a. keterangan tentang cacat

fisikdan/atau mental;
b. sidik jari;
c. iris mata;
d. tanda tangan; dan
e. elemen data lainnya yg

merupakan aib seseorang.

Data-data Yang Dilindungi

Pasal 78 UU 24/2013

Data perseorangan dan

dokumen kependudukan

wajib disimpan dan

dilindungi kerahasiaannya

oleh Negara

PASAL 58 UU 24/2013

DATA KEPENDUDUKAN:

a. Data Perseorangan

b. Data Agregat

Data Kependudukan Kementerian Dalam 

Negeri digunakan untuk semua keperluan 

antara lain untuk:

a. pelayanan publik;

b. perencanaan pembangunan;

c. alokasi anggaran;

d. pembangunan demokrasi; dan

e. penegakan hukum serta

pencegahan kriminal.

Pasal 58, Ayat (4):

DATA KEPENDUDUKAN



RUANG LINGKUP PEMANFAATAN DATA

DATA PERSEORANGAN : Pasal 58 ayat(2)
a. nomor KK; 
b. NIK; 
c. nama lengkap; 
d. jenis kelamin; 
e. tempat lahir; 
f. tanggal/bulan/tahun lahir; 
g. golongan darah; 
h. agama/kepercayaan; 
i. status perkawinan; 
j. status hubungan dalam

keluarga; 
k. cacat fisik dan/atau mental;
l. pendidikan terakhir; 
m. jenis pekerjaan; 
n. NIK ibu kandung; 
o. nama ibu kandung; 
p. NIK ayah; 
q. Nama ayah;

r. alamat sebelumnya; 
s. alamat sekarang (RT/RW/Dsn/Kmp); 
t. kepemilikan akta kelahiran/surat 

kenal lahir; 
u. nomor akta kelahiran/nomor surat

kenal lahir; 
v. kepemilikan akta perkawinan/buku

nikah; 
w. nomor akta perkawinan/buku nikah; 
x. tanggal perkawinan; 
y. kepemilikan akta perceraian; 
z. nomor akta perceraian/surat cerai; 
aa. tanggal perceraian; 
bb. sidik jari; 
cc. iris mata; 
dd. tanda tangan; dan
ee. elemen data lainnya yang 

merupakan aib seseorang. 

DATA AGREGAT
Pasal 58 ayat (3)

meliputi himpunan data 
perseorangan yang berupa data 
kuantitatif dan data kualitatif

a. Data Perseorangan
b. Data Agregat

PASAL 58 
UU 24/2013

DATA 
KEPENDUDUKAN



UU No 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan UU No 23 Tahun 2006

Pasal 58, Ayat (4):

Data Kependudukan Kementerian Dalam
Negeri digunakan untuk semua keperluan 
antara lain untuk:

a. pelayanan publik;
b. perencanaan pembangunan;
c. alokasi anggaran;
d. pembangunan demokrasi; dan
e. penegakan hukum serta

pencegahan kriminal.

Penggunaan Data 
Kependudukan

Antara lain:

PILEG/PILPRES Tahun 2014 & 2019

PILKADA Tahun 2015, 2017,2018 & 
2020

Baseline Sensus Penduduk 2020
oleh BPS

Dasar perhitungan DAU, DAK 
dan Dana Desa

Verifikasi data bansos dan 
subsidi

Verifikasi dan validasi data 
dalam pelayanan publik

created by herra



PERPRES 62 TAHUN  2019 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN 

ADMINISTRASI DATA KEPENDUDUKAN UNTUK PEMBANGUNAN STATISTIK HAYATI

Tahun 2020 

seluruh 

layanan publik 

menggunakan 

Nomor Induk 

Kependudukan 

sebagai 

identitas 

tunggal

Sasaran

• Penguatan 

koordinasi 

integrasi Layanan 

publik 

menggunakan

NIK

• Sinkronisasi 

kebijakan 

kementerian/

lembaga

Kegiatan

NIK

digunakan 

sebagai 

identitas 

tunggal 

dalam 

pelayanan 

publik

Output Waktu 

Pelaksanaan

Selama 2 th 

2019 s.d 

2020

Penanggung 

Jawab

Kementerian 

Dalam Negeri

• Kementerian 

Perencanaan 

Pembangunan 

Nasional/

BAPPENAS

• K/L terkait

Pihak Terkait

SEMUA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS NIK



PKS PETUNJUK TEKNIS

1540

AKSES

PERKEMBANGAN PEMANFAATAN DATA DI DAERAH

1540 728



REKAPITULASI PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
SKPD/OPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA

NO PROVINSI/KAB/KOTA
PERSETUJUAN

PEMANFAATAN DATA
PKS JUKNIS AKSES

CARD READER 

LP/OPD/SKPD

JUMLAH OPD PENGGUNA 

CARD READER

TOTAL AKSES WEB SERV

/PORTAL/CR

1 PROVINSI ACEH 60 11 11 12 1 1 13

2 PROVINSI SUMATERA UTARA 62 66 66 19 8 1 20

3 PROVINSI SUMATERA BARAT 83 128 128 53 54 1 53

4 PROVINSI RIAU 48 22 22 13 0 0 13

5 PROVINSI JAMBI 4 38 38 25 0 0 25

6 PROVINSI SUMATERA SELATAN 34 56 56 30 16 1 31

7 PROVINSI BENGKULU 33 8 8 4 3 1 5

8 PROVINSI LAMPUNG 53 49 49 11 0 0 11

9 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 14 15 15 6 0 0 6

10 PROVINSI KEPULAUAN RIAU 16 30 30 9 0 0 9

11 PROVINSI DKI JAKARTA 3 54 54 3 0 0 3

12 PROVINSI JAWA BARAT 204 197 197 105 71 8 113

13 PROVINSI JAWA TENGAH 136 177 177 100 604 13 113

14 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 15 72 72 40 1 2 42

15 PROVINSI JAWA TIMUR 231 273 273 108 230 8 116

16 PROVINSI BANTEN 39 18 18 18 37 6 24

17 PROVINSI BALI 21 36 36 28 0 0 28

18 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 16 16 16 5 0 0 5

19 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 36 1 1 0 2 1 1

20 PROVINSI KALIMANTAN BARAT 44 73 73 44 31 2 46



REKAPITULASI PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
SKPD/OPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA

NO PROVINSI/KAB/KOTA
PERSETUJUAN

PEMANFAATAN DATA
PKS JUKNIS AKSES

CARD READER 

LP/OPD/SKPD

JUMLAH OPD PENGGUNA 

CARD READER

TOTAL AKSES WEB SERV

/PORTAL/CR

21 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 16 4 4 2 2 1 3

22 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 18 25 25 23 0 0 23

23 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 12 44 44 30 5 2 32

24 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 4 5 5 3 0 0 3

25 PROVINSI SULAWESI UTARA 4 14 14 2 0 0 2

26 PROVINSI SULAWESI TENGAH 32 26 26 5 0 0 5

27 PROVINSI SULAWESI SELATAN 34 40 40 23 90 2 25

28 PROVINSI SULAWESI TENGGARA 10 8 8 0 0 0 0

29 PROVINSI GORONTALO 6 7 7 2 1 1 3

30 PROVINSI SULAWESI BARAT 17 6 6 1 0 0 1

31 PROVINSI MALUKU 4 0 0 0 0 0 0

32 PROVINSI MALUKU UTARA 4 17 17 2 0 0 2

33 PROVINSI PAPUA 0 3 3 2 0 0 2

34 PROVINSI PAPUA BARAT 0 1 1 0 4 1 1

TOTAL 1313 1540 1540 728 1160 52 779



PEMANFAATAN DATA

PEMANFAATAN DATA 

KEPENDUDUKAN OLEH 

LEMBAGA PENGGUNA

56
K/L Sudah 

Menandatangani MoU

3.686
TOTAL PKS PUSAT DAN 

DAERAH

2.166
Lembaga Pengguna Pusat

Yang Telah Melakukan  

Penandatangan PKS

1520
OPD yang telah melakukan 

TTD PKS

menggunakan DWH terpusat

Jumlah Akses Data Kependudukan 

oleh Lembaga Pengguna Sebanyak

6.172.307.350 NIK
(8 JUNI 2021)1.330

Pengguna Pusat Terkoneksi ke DWH 

Ditjen Dukcapil

669 Pengguna

dari 183 Prov/Kab/Kota
Terkoneksi dg DWH terpusat

11. BPN

12. BANK MANDIRI

13. KEMENDIKBUD

14. BCA

15. DIVISI TEKNOLOGI 

INFORMASI POLRI

16. BNI

17. BKN

18. KEMENAKER

19. KORLANTAS POLRI

20. DITJEN BEA DAN CUKAI, 

KEMENKEU

1. TELKOMSEL

2. BPJS KESEHATAN

3. XL AXIATA

4. INDOSAT

5. KEMENSOS

6. HUTCHINSON 3 SELULAR

7. BRI

8. BPJS KETENAGAKERJAAN

9. SMARTFREN TELECOM

10. KEMENKES

20 Lembaga Akses NIK Terbanyak

Card Reader

1.062
(Lembaga Pengguna)

51.186 Unit
Pusat : 834 Lembaga, 48.757 unit 

Daerah : 228 Lembaga, 2.429 Unit



MENTERI DALAM NEGERI
SEBAGAI PEMEGANG HAK AKSES

MENDELEGASIKAN

PETUGAS DUKCAPIL 
PROVINSI

PETUGAS 
DUKCAPIL 
KAB/KOTA

PENGGUNA

DIRJEN DUKCAPIL

MEMBERIKAN HAK AKSES

(Permendagri No 102 Tahun 2019 Pasal 3)

Pasal 4

Pemberian Hak Akses

(Permendagri No 102 Tahun 2019 Pasal 2-5 )



• Pengguna 

Pusat

a. Lembaga Negara;

b. Kementerian/Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian; dan

c. Badan Hukum Indonesia Pusat.

• Pengguna 

Daerah Provinsi

a. Organisasi Perangkat Daerah 
Provinsi;

b. BHI Provinsi yang tidak ada 
hubungan vertikal dengan BHI 
pusat.

• Pengguna Daerah

Kabupaten/

Kota

a. Organisasi Perangkat Daerah Kab./Kota;
b. BHI Kab./Kota yang tidak ada hubungan 

vertikal dengan BHI Pusat dan BHI 
Provinsi.

Lembaga Pengguna Yang Dilayani 

(Permendagri No 102 Tahun 2019 Pasal 10-11)



Diteruskan 

Dgn 

Penjelasan

Surat Penolakan

PERMOHONAN 

CALON 

PENGGUNA

DISDUKCAPIL
DITJEN 

DUKCAPIL

Permohonan

Tolak

Provinsi (Paragraf II Psl 11)

Melalui Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Provinsi

Kab/kota (Paragraf II Psl 12) 

Melalui Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kab/Kota

Mou/PKS

Implementasi 

Juknis

POC dan 

Akses

Terima

Surat permohonan disertai penjelasan sekurang-

kurangnya memuat: (Prov, Kab/Kota Psl 11 b & 12 b) 

a. nama pengguna

b. tujuan pemanfaatan data kependudukan.

c. elemen data yang akan diakses.

d. metode akses data kependudukan.

e. data balikan yang akan diberikan. 

f. jangka waktu perjanjian kerja sama.

SYARAT & TATA CARA PENGAJUAN PEMBERIAN 

HAK AKSES BAGI PENGGUNA PROVINSI & KAB/KOTA

(Pasal 11 dan 12 Permendagri No 102 Tahun 2019)

Permohonan Kerja Sama Daerah 

Yang Belum Disetujui karena 

Permohonan Tidak Memuat:

1. Tujuan Yang  Jelas Dan Rinci 

Terkait Pemanfaatan Data 

Kependudukan

2. Usulan Data Balikan Yang Akan 

Diberikan.



METODE AKSES WEB SERVICE

• Bagi Pengguna yang telah

mendapatkan hak akses

data kependudukan melalui

web service, dapat

dilanjutkan dengan

notifikasi “sesuai“ atau

“tidak sesuai” (sudah

diterapkan di beberapa

lembaga)

• Akses secara manual

(operator) atau otomatis

mesin



METODE AKSES WEB PORTAL

Modul akses data kependudukan

• Single user

• Tanpa aplikasi khusus

• Tanpa Proof of Concept (PoC)

• percepatan implementasi hak 

akses pemanfaatan data kependudukan, 

dilakukan dengan mekanisme web portal.

• Elemen data sesuai PKS



PERANGKAT PEMBACA KTP-el (CARD READER) 

Card Reader yang terdiri dari perangkat keras dan

perangkat lunak terintegrasi menjadi sebuah

perangkat pembaca KTP-el yang mandiri tanpa

harus terhubung dengan perangkat komputer,

yang dapat diterapkan pada pelayanan publik di

instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga

perbankan, dan swasta yang berkaitan dengan dan

tidak terbatas pada perizinan, usaha, perdagangan,

jasa perbankan, asuransi, perpajakan dan

pertanahan

Contoh

Card Reader



METODE CARD READER

1. Pengguna melakukan pengadaan card reader secara mandiri.

2. Pengguna melakukan Submit unit Card Reader via Aplikasi SI-FILMA (Sistem File Management).

3. Produsen melakukan submit Personalisasi Kartu SAM ke Ditjen Dukcapil.

4. Ditjen Dukcapil melakukan Personalisasi kartu SAM.

5. Hasil Personalisasi Kartu SAM diserahkan ke Produsen.

6. Produsen Menyerahkan Card Reader + Kartu SAM ke Pengguna 

7. Pengguna melakukan Aktivasi Card Reader.

Cara mendapatkan Card Reader

1. mendeteksi keaslian KTP-el 

2. melakukan verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.

Manfaat Card Reader

Gubernur dan Bupati/Walikota mendorong setiap unit pelayanan publik 

di wilayahnya untuk menggunakan Card Reader/Alat Baca KTP-el.



PRODUSEN CARD READER



Adalah Kode unik (elemen data yang tidak ada dalam elemen data

kependudukan) dari lembaga pengguna yang sudah tertuang dalam PKS dan

Juknis dan wajib disampaikan kepada Ditjen Dukcapil guna melengkapi data

base kependudukan (Big Data).

No. Rekam medis

No. Induk Siswa

NO_CIF

No. Objek 

Pajak

No. Bansos

DATA BALIKAN



INTEGRASI DAN 
OPTIMALISASI 

PEMANFAATAN NIK

NIK

NO KEPESERTAAN 
BPJS & BANSOS

NO BUKU 
NIKAH

NO PASPOR

NO HP

NISN/
NPM

CIF

PLAT KENDARAAN

NOMOR SIM

created by herra

SKCK



1NIK Sebagai Cermin Data Kependudukan

UU 23/2006
Jo UU 24/2013

Indonesia bercita-cita membangun satu data kependudukan

Menggunakan NIK untuk seluruh transaksi
Kebijakan 1 Data 
Kependudukan

Sifat NIK Unik, Khas, Tunggal, dan Melekat

Dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat
tanah dan dokumen identitas lainnya

Pasal 13 UU 23/2006

created by herra



KEBIJAKAN SIN
Single Identity Number

1
Penduduk

NIK

KTP-el

Tata Kelola
Yang Dituju

KEBIJAKAN ONE DATA POLICY & CONNECTED

“ Pembuatan rekening bank, 

proses perkreditan, SIM, 

Sertifikat tanah, Paspor, 

NPWP, BPJS harus

menggunakan KTP-el”

TATA KELOLA PEMERINTAHAN 
DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN

created by herra



KEBOCORAN DATA



BERITA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN



PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

TUJUAN

1. Mewujudkan satu data kependudukan

2. Mencegah kejahatan (pemalsuan data, dokumen, identitas)

3. Mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien

4. Melindungi pengguna dan juga menjaga keamanan data konsumen

TATA KELOLA PEMANFAATAN

1. Menjaga keamanan dan melindungi rahasia data pribadi

2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama

3. Aman, tidak berdampak dan tidak menimbulkan kegaduhan di ranah

publik



NIK dicantumkan dalam setiap

Dokumen Kependudukan dan dijadikan

dasar penerbitan paspor, surat izin

mengemudi, nomor pokok wajib pajak,

polis asuransi, sertifikat hak atas tanah,

dan penerbitan dokumen identitas

lainnya.

Pasal 13, Ayat (3):

Pasal 58, Ayat (4):

Data Kependudukan yang digunakan 

untuk semua keperluan adalah Data 

Kependudukan dari Kementerian yang 

bertanggung jawab dalam urusan 

pemerintahan dalam negeri, antara lain 

untuk pemanfaatan:

a.pelayanan publik;

b.perencanaan pembangunan;

c.alokasi anggaran;

d.pembangunan demokrasi; dan

e.penegakan hukum dan pencegahan 

kriminal.

KERANGKA REGULASI UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG 

PERUBAHAN UU NO 23 TAHUN 2006

Pasal 79 :
Kewajiban melakukan

Perlindungan & Kerahasiaan

Data & Dokumen

Kependudukan



PERMENDAGRI NO. 102 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN 
DATA KEPENDUDUKAN

PASAL 30 
ayat 1

PASAL 30 
ayat 2

“Data perseorangan yang diakses
oleh Pengguna melalui akses Web 

Service hanya dapat disimpan secara
mandiri setelah mendapatkan
persetujuan dari pemilik data 

perseorangan melalui verifikasi NIK 
dan biometrik.”

“Data perseorangan yang diakses
oleh Pengguna melalui

akses Web Portal digunakan
hanya untuk dibaca.”



PERMENDAGRI NO. 102 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN 
DATA KEPENDUDUKAN

PASAL 
46 

Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani sebelum 13 Desember 2019 harus menyesuaikan paling
lambat tanggal 13 Juni 2020, antara lain:
1. Mekanisme akses menggunakan Card Reader, Web Service dan Web Portal.
2. Bagi Pengguna badan hukum Indonesia dengan kepemilikan mayoritas asing, hanya dapat

diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai.
3. Penyimpanan data secara mandiri dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemilik

data melalui verifikasi NIK dan biometric.
Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani setelah 13 Desember 2019 harus menyesuaikan dengan
Permendagri 102 Tahun 2019.

“Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang ada sebelum Peraturan Menteri ini 
berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan 

sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.”
(Permendagri 102 Tahun 2019 diundangkan pada 13 Desember 2019)



ISI NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA 

YANG TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN DATA

1. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data.
2. Tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses
3. Tidak memberikan data kepada pihak lain.



PENDANAAN DAN PELAPORAN

(Permendagri No 102 Pasal 39 dan 40 Tahun 2019)



SANKSI

(Permendagri No 102 Pasal 2-5 Tahun 2019) 

Salah satu KEWAJIBAN Pengguna :

“Menjamin Kerahasiaan, Keutuhan Serta Tidak Melakukan Penyimpanan Data Kependudukan Yang Telah Diakses Dari Pihak

Kesatu Dan Tidak Memberikan Data Kepada Pihak Lain Walau Masa Berlaku PKS Telah Habis”

2. Menggunakan data kependudukan di luar 

kewenangan  atau sebagai bahan informasi publik 

tanpa persetujuan Menteri → SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95A UU 24/2013

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan 

Data Kependudukan Dan Data Pribadi dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

1. Penyebarluasan data kependudukan tidak sesuai

kewenangan → SANKSI PIDANA

Pasal 58 PP 40/2019

Pencabutan hak akses pengguna, 

pemusnahan data yg sudah diakses, dan 

denda administratif sebesar 

Rp.10.000.000.000,00 (10 miliar)

a. pengurangan kuota Hak Akses, 

b. penonaktifan User Identity

c. pemutusan jaringan

d. penonaktifan Card Reader; dan/atau

e. pengakhiran kerja sama

3. Sanksi Administratif Permendagri 102 /2019→ Pasal 45



DWH TERPUSAT

Pemeliharaan dan 

Pembaharuan Database

Pemeliharaan dan 

Pengembangan Sistem

Monitoring kepada seluruh 

OPD/Pengguna Daerah

Terpusat

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan pemanfaatan data perseorangan 

MENGGUNAKAN Aplikasi Data Warehouse Terpusat. 

(Pasal 32 ayat 1)

Data Warehouse adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan 

pembersihan hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan 

pencatatan sipil di kabupaten/kota. (Pasal 1 ayat 13)

Data yang dimanfaatkan Pengguna telah dikonsolidasikan, 

dibersihkan dan dikelola oleh Kemendagri serta tersimpan pada 

data warehouse (Pasal 19)

Permendagri 102 tahun 2019



TATA CARA MENDAPATKAN AKSES

AKUN DWH TERPUSAT BAGI DINAS DUKCAPIL PROVINSI/KAB/KOTA

Kadisdukcapil mengusulkan 1 

orang eselon IV sebagai ADMIN 

DWH

Lampirkan PKS & Petunjuk 

Teknis via eMail →

ditfpd2k@kemendagri.go.id

Menggunakan Jaringan 

Tertutup VPN

Permohonan User Opd Daerah Yang 

Belum Disetujui

1. PKS Belum Dilakukan Penyesuaian 

Dengan Permendagri No. 102 

Tahun 2019 Pada Pasal 11 Dan 12 

Huruf B 

2. Permohonan Belum Dilengkapi 

Dokumen Pendukung  (Pks, Juknis)



KEBUTUHAN PERANGKAT YANG DIPERLUKAN 

DINAS DUKCAPIL UNTUK MENGAKSES DWH TERPUSAT

21
SOFTWARE

Perangkat Keras Personal 

Computer

HARDWARE

Perangkat Lunak

1. OS Linux/Windows

2. Web Browser Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Internet Explorer

43
KONEKSI

1. Listrik

2. UPS

PERANGKAT PENDUKUNG

Jaringan Tertutup dari 

Disdukcapil Prov/Kab/Kota ke

Lembaga Pengguna



KERJA SAMA  KEMENDAGRI DENGAN 

KAKORLANTAS – POLRI  UNTUK 

SIM ONLINE

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (1)

Selasa, 24 Maret 2015

“



Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (2)

SERVER 

KTP-el

Sidik Jari 

diambil 

menggunakan 

Live scan

Matching 

Sidik Jari

Pada Server 

KTP-el

IDENTIFIKASI KORBAN AIR ASIA QZ 8501NAMA KORBAN :

1.WISMOYO ARI PRAMBUDI

2.JUANITA LIMANTARA LIM

3.HAYATI LUTFIAH

4.KHAIRUNISA

5.INDRA YULIANTO

6.KEVIN ALEXANDER 

SOETJIPTO

PENGUNGKAPAN 

IDENTITAS 

KORBAN WNI 

DLM MUSIBAH 

AIR ASIA QZ 8501



Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (3)

1

DARI 2 KORBAN DITEMUKAN 1 

IDENTITAS KORBAN YANG SUDAH MEREKAM KTP-el

A.N. SUMARTI NINGSIH

PENCARIAN IDENTITAS KORBAN

MELALUI MAMBIS

SERVER 
KTP-el

PENGUNGKAPAN 

KASUS MUTILASI 

TKW DI 

HONGKONG



Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (4)

KERJASAMA  

KEMENDAGRI 

DENGAN 

BARESKRIM –

POLRI  DALAM 

MENGUNGKAP 

IDENTITAS



Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (5)

1

DARI DAFTAR MANIFES PENUMPANG

PESAWAT DI CARI MENGGUNAKAN 

MAMBIS

DARI 7 KORBAN WNI, ADA 6 ORANG YANG SUDAH MEREKAM KTP-EL

NAMA KORBAN :

1.INDRA SURIA TANURISAN

2.SUGIANTO

3.FERRY INDRA SUADAYA

4.FIRMAN CHANDRA SIREGAR

5.VINNY CHYNTHYA

6.WANG WILLY SURIJANTO

SERVER 
KTP-el

PENGUNGKAPAN 

IDENTITAS 

KORBAN WNI 

DLM MUSIBAH 

PESAWAT 

MALAYSIA 370 



Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (6)

1

Korban ABK tenggelam kapal Pukat Ikan

Korea FV Oryong 501 Senin (1/12/2014) di

Laut Bering jumlah korban WNI 35 orang.

Inafis menugaskan personil

untuk ikut serta dalam

proses Identifikasi bersama

DVI
SERVER 
KTP-el

PENGUNGKAPAN 

IDENTITAS KORBAN 

WNI DLM MUSIBAH 

KAPAL TENGGELAM 

(FV ORYONG 501 

KOREA)



Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (7)

TKP KASUS TERORIS 2014

KAMPUNG SAWAH CIPUTAT

HASIL PERBANDINGAN SIDIK JARI TSK KE DATABASE

FOTO TSK TERORIS

PERKARA 

TERORIS DI 

CIPUTAT –

JAKARTA 

SELATAN



Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (8)

PENGUNGKAPAN IDENTITAS OLAH TKP BOM STARBUCKS COFEE

JL. MH. THAMRIN-JAKARTA PUSAT ; TGL. 14 JANUARI 2016

Dari hasil identifikasi Tim AFIS terhadap para korban meninggal dunia, tercatat sebanyak 8 
(delapan) korban meninggal dunia dan 5 korban meninggal dunia terindentifikasi melalui 
perangkat MAMBIS, 1 korban melalaui CAAFIS, dan 1 korban dengan ideintifikasi AK-23, dan 1 
korban Warga Negara Asing dengan menggunakan Paspor.  



Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (9)

PENGUNGKAPAN IDENTITAS KORBAN PEMBUNUHAN 

WANITA DALAM KARDUS DI KOLONG JEMBATAN TOL PIK 

TGL. 12-06-2016



Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (10)

PENGUNGKAPAN IDENTITAS KORBAN TABRAK LARI

Purworejo – korban tabrak lari yang mengakibatkan korban langsung
meninggal dunia ditempat dan tidak identitas sama sekali. Pihak
Polantas meminta bantuan ke Disdukcapil Kab. Purworejo, kemudian
diambil sidik jarinya dan muncul identitas yang bersangkutan



Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (11)

PENGUNGKAPAN IDENTITAS KORBAN BENCANA 

TANAH LONGSOR DI PURWOREJO 

TGL. 19-06-2016



Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (12)

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan        

KTP Elektronik Pada Jasa Raharja
Testimoni atas efektifitas dan efisiensi sebelum

maupun sesudah memanfaatkan data kependudukan,

NIK dan KTP elektronik :

“Data kependudukan yang diperoleh secara online

dari Database Dukcapil dengan menggunakan NIK

telah dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas

pelayanan dimanfaatkan Jasa Raharja dalam

santunan kepada masyarakat. Sebelum

memanfaatkan data kependudukan tahun 2014

kecepatan pelayanan korban meninggal dunia 4 hari

6 jam, setelah memanfaatkan data kependudukan

kecepatan meningkat dan pada periode Januari –

Agustus hanya 2 hari 10 jam. Pelayanan

administrative di loket pelayanan juga meningkat dari

40 menit menjadi 35 menit”



Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (13)

Ganti Paspor Cukup Bawa e-KTP 

dan Paspor Lama

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Kemenkum HAM) mempermudah syarat perpanjangan paspor. 

Syaratnya, pemegang paspor Indonesia cukup membawa e-KTP 

dan fotokopi paspor lama.
"Ya untuk (pemegang) paspor yang dicetak di atas 2009, dia kan untuk 

pergantian normal cukup melampirkan e-KTP dan paspor lama, kalau 

belum ada e-KTP bisa menunjukkan surat keterangan (suket) dalam 

proses," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi 

Agung Sampurno saat berbincang, Jumat (20/10/2017).



Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (14)

36

Registrasi SIM Card Prabayar
Demi peningkatan perlindungan hak pelanggan jasa telekomunikasi,

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan

memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 31 Oktober 2017.

Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun

2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang telah

diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017

Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016

tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Registrasi ini dikatakan sebagai upaya pemerintah dalam

mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan, terutama pelanggan

prabayar sebagai komitmen melindungi konsumen dan untuk

kepentingan national single identity.



Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (15)

36



Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (16)

36



Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (17)

36

RS.RS.



TIM DVI DIBANTU TIM DITJEN DUKCAPIL 
INDENTIFIKASI JENAZAH KORBAN LION JT 610 DI RS. POLRI 

53

Dirjen Dukcapil memimpin Tim Ditjen Dukcapil Kemendagri bekerjasama dengan

Disaster Victim Identification (DVI) Polri dalam mengidentifikasi jenazah korban

kecelakaan Pesawat Lion Air JT 610 (Jakarta – Pangkal Pinang) yang jatuh pada

tanggal 29 Oktober 2018 di Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat. Dengan jumlah

korban sebanyak 189 orang dan berhasil diidentifikasi menggunakan sidik jari

korban. Identifikasi dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said

Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (18)



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan
Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pajak Kemenkeu, untuk verifikasi dan validasi wajib pajak dan percepatan penerbitan
NPWP, Jakarta, 2 November 2018.

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (19)



IMPLEMENTASI CARD READER
KTP-el TINGKATKAN AKURASI 

DATA PESERTA JKN-KIS

Sumber:

https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2018/641/Implementation-of-Card-Reader-KTP-El-Improves-
Accuracy-of-Participant-Data-of-JKN-KIS tanggal 5 Januari 2018

Mengawali tahun 2018, BPJS Kesehatan beserta
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mengembangkan satu lagi inovasi baru guna
mempermudah dan mempercepat proses layanan
pendaftaran masyarakat yang akan mendaftar menjadi
peserta JKN-KIS, melalui pemanfaatan KTP Elektronik
(KTP-El) pada card reader. Sebelumnya sejak April
2013, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dalam hal akses database kependudukan untuk proses
validasi data calon peserta JKN-KIS. Upaya inovasi yang
terus dikembangkan ini diharapkan dapat membawa
JKN-KIS selangkah lebih dekat menuju cakupan
kesehatan semesta yang ditargetkan terealisasi
selambatnya 1 Januari 2019 mendatang.

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (20)

https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2018/641/Implementation-of-Card-Reader-KTP-El-Improves-Accuracy-of-Participant-Data-of-JKN-KIS


Ditjen Dukcapil mendapat penghargaan 

dari Kustodian Sentral Efek Indonesia 

(KSEI)

Tahun 2018

PENGHARGAAN YANG TELAH DIRAIH DI BIDANG PEMANFAATAN DATA

Ditjen Dukcapil mendapat penghargaan dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Tahun 2017

Penghargaan Percepatan Pemanfaatan Data 

Kependudukan di BPR-BPRS Seluruh 

Indonesia dari Perbarindo Tahun 2018

Ditjen Dukcapil mendapat penghargaan dari 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kominfo) 

Tahun 2017

Penghargaan dari Polri dalam hal telah 

berperan dalam memberikan akses data 

kependudukan untuk penegakan hukum oleh 

Polri pada Tahun 2018



Penghargaan KIPP 
TOP 99 

Inovasi SI JUWITA, merupakan inovasi pemanfaatan data kependudukan

terintegrasi secara online untuk mewujudkan single identity number. SI JUWITA 

telah meraih penghargaan KIPP Top 99 Tahun 2019



PENGHARGAAN YANG TELAH DIRAIH DI BIDANG PEMANFAATAN DATA

Ditjen Dukcapil mendapat penghargaan dari 

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Tahun 2020

Ditjen Dukcapil mendapat penghargaan 

Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dari 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tahun 2020





Perangkat Pembaca dan Penulis Serta Perangkat 
Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Sosialisasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 76 Tahun 2020

Created by Subdit KI 2021



PERTIMBANGAN

Mendukung dan  
menyelenggarakan  
administrasi 
kependudukan 
terhadap 
pemanfaatan data 
dan dokumen 
kependudukan

1

Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 34 
Tahun 2014 tentang 
Spesifikasi Perangkat 
Pembaca Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik 
sudah tidak sesuai lagi 
dengan kebutuhan 
administrasi 
kependudukan 

2
Melaksanakan Pasal 5 huruf 
j Peraturan Pemerintah 
Nomor 40 Tahun 2019 
tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan 
sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan

3

Created by Subdit KI 2021



Bab I > DEFINISI UMUM

Memuat Definisi Administrasi 
Kependudukan, Penduduk, KTP-el, 
Perangkat Pembaca dan Penulis KTP-el, 
Perangkat Pembaca KTP-el, dll hingga 
Dirjen Dukcapil

Sebelum Sesudah

Created by Subdit KI 2021

Pasal 1



Bab II > KOMPONEN & JENIS PERANGKAT

Memuat:
1. Pembagian Card Reader dan Card 

Encoder;
2. Komponen perangkat;
3. Spesifikasi komponen;
4. Jalur koneksi SAM/daring; 
5. Jenis Card Reader dan Card Encoder;
6. Kewajiban dan Format Data Balikan;
7. Fungsi;
8. Card Reader multiguna, 

Sebelum

Sesudah

Created by Subdit KI 2021

Pasal 2 s.d 11



Bab III > PENGUJIAN TEKNIS & SERTIFIKASI

Memuat:
1. Tujuan Pengujian Teknis;
2. Lembaga Pengujian Teknis;
3. Prosedur Pengujian Teknis;
4. Kewajiban pemenuhan Tingkat 

Komponen Dalam Negeri (TKDN) yaitu 
30%;

5. Prosedur Pengajuan TKDN; 
6. Pelaporan oleh Produsen Card Reader.

Sesudah

Memuat pengujian dan audit teknologi 
guna memastikan kesesuaian 
spesifikasi teknis, fungsionalitas dan 
kinerjanya.
Pengujian dan audit teknologi 
dilakukan oleh lembaga pemerintah 
yang berwenang. 
Tingkat Komponen Dalam Negeri 
(TKDN) minimal sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.

Sebelum

Created by Subdit KI 2021

Pasal 12 s.d 16



Lembaga 
Pengujian 
Teknis & 
Sertifikasi

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri (Kemenperin) 

Pengujian Teknis

Sertifikasi Tingkat Komponen 
Dalam Negeri (TKDN)

Created by Subdit KI 2021



Produsen Card Encoder dan/atau Produsen Card Reader wajib 
mengajukan surat permohonan pengujian teknis kepada Dirjen;

Dirjen menerbitkan surat persetujuan pengujian teknis Card Encoder 
dan/atau Card Reader;

Surat persetujuan pengujian teknis Card Encoder dan/atau Card Reader 
sebagai dasar dilakukan pengujian Produsen Card Encoder dan/atau 
Produsen Card Reader oleh lembaga pengujian teknis;

Dalam hal Card Encoder dan/atau Card Reader telah sesuai dengan 
spesifikasi, lembaga pengujian teknis menerbitkan surat keterangan hasil 
pengujian;

Surat keterangan hasil pengujian disampaikan kepada Menteri melalui 
Dirjen;

Dirjen melaporkan proses dan hasil kepada Menteri.

Prosedur 
Pengajuan
Pengujian Teknis

GRATIS!!!
Created by Subdit KI 2021



Produsen Card Encoderdan/atau Produsen Card Reader yang akan 
mengajukan sertifikasi perangkat keras wajib menyampaikan surat 
permohonan pengajuan sertifikasi kepada Dirjen;

Ditjen menerbitkan surat persetujuan pengajuan sertifikasi CardEncoder
dan/atau Card Reader;

Surat persetujuan pengajuan sertifikasi Card Encoder dan/atau Card 
Reader disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagai dasar dilakukannya 
sertifikasi Card Encoder dan/atau Card Reader;

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perindustrian menerbitkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri;

Sertifikat TKDN disampaikan kepada Dirjen;

Dirjen melaporkan hasil sertifikasi kepada Menteri.

Prosedur 
Pengajuan
Sertifikasi TKDN

GRATIS!!!

30%

Created by Subdit KI 2021



Bab IV > SAM & KODE KUNCI

Memuat: 
1. Penggunaan Kartu SAM/Kode Kunci;
2. Prepersonalisasi dan Personalisasi Kartu SAM oleh 

Dirjen;
3. SOP Preperso dan Perso Kartu SAM;
4. Pemusnahan Kartu SAM yang rusak;
5. Tanggung Jawab Pemusnahan Kartu SAM;
6. Saksi Pemusnahan Kartu SAM;
7. Berita Acara (BA) Pemusnahan Kartu SAM;
8. Pengajuan Perso dan Aktivasi SAM;
9. Prosedur mendapatkan dan mengaktivasi Kode 

Kunci, dan 
10.Sistem Informasi yang digunakan. 

Sebelum Sesudah

Memuat Kartu SAM sebagai 
pendukung kinerja Card Reader;
SAM sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disediakan oleh Instansi Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, lembaga 
perbankan dan swasta dengan 
mengacu pada spesifikasi teknis;
Kewajiban mengajukan personalisasi 
Kartu SAM kepada Kemendagri.

Created by Subdit KI 2021

Pasal 17 s.d 27



Bab V > PENGAWASAN

Memuat: 
1. Objek Pengawasan (berupa komponen 

dan jumlah);
2. Latar Belakang Dilakukan Pengawasan;
3. Pihak Yang Dilibatkan dalam 

Pengawasan;
4. Tindak Lanjut Pengawasan. 

Sebelum Sesudah

Created by Subdit KI 2021

Pasal 28 s.d 30



Bab VI > SANKSI ADMINISTRATIF

Memuat:
1. Sanksi administratif berupa pencabutan hak akses pemanfaatan data 

melalui perangkat Card Reader bagi Pengguna yang tidak memberikan 
Data Balikan;

2. Sanksi administratif berupa Card Encoder dan/atau Card Reader tidak 
dapat digunakan oleh Pengguna & Satuan Kerja Pelaksana bagi Produsen 
Card Reader dan/atau Card Encoder yang tidak mengajukan surat 
permohonan Pengujian Teknis dan Sertifikasi TKDN kepada Dirjen;

3. Sanksi administratif secara bertahap berupa teguran tertulis hingga 
pengambilan Kartu SAM bagi Produsen Blangko KTP-el yang tidak 
mengembalikan Kartu habis masa pakai; 

4. Sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pelaporan penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan; dan

5. Sanksi administratif secara bertahap dari teguran tertulis hingga 
penarikan Surat Keputusan penunjukan Produsen Card Reader/Card 
Encoder bagi  Produsen yang tidak mengembalikan Kartu setelah 
pengujian teknis;

6. Sanksi administratif berupa pencabutan surat keputusan menjadi 
Produsen Card Encoder dan/atau Produsen Card Reader atas hasil 
pengawasan yang terbukti melanggar.

Sebelum

Sesudah
Created by Subdit KI 2021

Pasal 31 s.d 36



Bab VII > PENDANAAN

Memuat Pendanaan. Bagi Kementerian pada 
APBN dan bagi Provinsi dan Kab./Kota pada 
APBD. Sebelum

Sesudah

Created by Subdit KI 2021

Pasal 37



Bab VII > PENUTUP

Memuat pemberlakuan PDMN ini dan 
menghapus PMDN no.34/2014.

Sebelum Sesudah

Memuat pemberlakuan PMDN 
no.34/2014

Created by Subdit KI 2021

Pasal 38 s.d 39



LAMPIRAN Memuat Spesifikasi Teknis dan Penjelasan2

Created by Subdit KI 2021

Hlm. 24 s.d 45



Created by Subdit KI 2021

Hlm. 24 s.d 45



Penjelasan, terkait dengan:

1.KTP-EL MULTIGUNA;
2.SAM ONLINE/KODE KUNCI;
3.PENGUJIAN TEKNIS DAN SETIFIKASI (BPPT, 

BSSN DAN P3DN);
4.PERANGKAT PEMBACA SELAIN CARD READER 

(ELECTRONIK MOBILE SYSTEM).

Hlm. 46 s.d 56
Created by Subdit KI 2021



TERIMA KASIH

Created by Subdit KI 2021



MANFAAT PEMANFAATAN NIK, DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP ELEKTRONIK 
TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA

Ir. GUNAWAN, MA
WIDYAISWARA AHLI UTAMA

BPSDM KEMENDAGRI

Disampaikan Pada Acara Pelatihan Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan Angkatan 1
Novotel Mangga Dua Square, 22 Juni 2021
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UU No. 23/2006, 

Psl 5, 6, 7, 8, 13 & 83  

Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan  

tentang : hak dan 
Kewajiban Pemerintah 
Pusat dan Daerah

Pasal 5,6,7,8

tentang : Hak dan 
Kewajiban Penduduk

Pasal 13

Dipergunakan :
1. Lay. Publik
2. Perc. Pembngunan
3. Alokasi Anggaran
4. Pembngunan demokrasi
5. Pngkan Hkm & Pcgh Krimnl

Pasal 58 Ayat 4

tentang
Perlindungan & Kerahasiaan 
Data & Dokumen
Kependudukan

Pasal 79

tentang : Pemanfaatan 
Data Kependudukan

Pasal 83

UU No. 24/2013, 
Psl 58 Ayat 4 & Psl 79

PERMENDAGRI No 

102 Tahun 2019

RUANG LINGKUP RUJUKAN 
DASAR HUKUM UTAMA ADMINDUK

yg terdiri:

1. Kementerian;

2. Lembaga; dan

3. BHI

Menteri memberikan hak akses

untuk pemanfaatan:

a) Data Kependudukan; dan

b) KTP-el

Pemberian Hak Akses 
PP No. 40/2019

Psl 10 Ayat 1 & 3



PENDAFTARAN 

PENDUDUK

• Penerbitan NIK
• Perubahan  alamat;
• Pindat dlm Wil Indonesia
• Pindat Antar negara;
• Penddk Pelintas batas; 
• Pendataan Penduduk

Rentan  Adminduk;
• Pelaporan pddk yg tdk 

mampu mengantar 
sendiri 

PENCATATAN ATAS

PELAPORAN PERISTIWA 

KEPENDUDUKAN

PENCATATAN 

SIPIL

PENCATATAN ATAS     

PELAPORAN PERISTIWA 

PENTING 

• Kelahiran;
• Lahir mati;
• Perkawinan;
• Pembatalan Perkawinan;
• Perceraian;
• Pembatalan Perceraian
• Kematian;
• Pengangkatan Anak;
• Pengakuan Anak;
• Pengesahan anak;
• Perubahan Nama;
• Perubahan Status 

Kewaganegaraan; 
• Peristiwa Penting lainnya;
• Pelaporan pddk yg tdk 

mampu melapor sendiri.V

PEMUTAKHIRAN 

BIODATA
DATA/INFODUK SIAK 

PENERBITAN

NIK,KK,KTP,

Srt Ket Kpdkn

PENERBITAN AKTA/ 

PEMBUATAN 

CATATAN 

PINGGIR

PEMANFAATAN DATA 
UNTUK PEMERINTAHAN 

& PEMBANGUNAN

PENCATATAN 

BIODATA

RUANG LINGKUP ADMINDUK



Permendagri Nomor 61 Tahun 2015

tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan 

Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Lingkup Pemanfaatan Data Kependudukan

1. NIK,  

2. DATA KEPENDUDUKAN,   

3. KTP-el

(Ps. 2 (1) Permendagri No.61/2015)

RUANG LINGKUP PEMANFAATAN DATA



PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
(SESUAI DENGAN UU 24/2013 PASAL 58 AYAT (4) )

• Perencanaan Pendidikan
• Perencanaan Kesehatan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

data penduduk potensial pemilih Pemilu 
(DP4) dan  (DAK2)

PEMBANGUNAN DEMOKRASI

• Izin Usaha
• Pelayanan Pajak  Kendaraan

• Bank
• Pemberian bantuan sosial/pemerintah

PELAYANAN PUBLIK

• Perencanaan Dana Alokasi Umum

• Alokasi Dana Khusus

• Alokasi Dana Desa

ALOKASI ANGGARAN

• memudahkan pelacakan pelaku 
criminal

• dll

PENEGAKAN HUKUM DAN PENCEGAHAN 
KRIMINAL



Kebijakan S I N 
SINGLE IDENTITY NUMBER

TATA KELOLA 
YANG DITUJU

Satu KTP-el
Satu KIA

Satu 
Penduduk

Satu NIK



KEWAJIBAN PENCANTUMAN NIK SEBAGAI DASAR 
PELAYANAN PUBLIK

PASAL 64 

UU NO. 

24/2013

PASAL 34

PP NO. 
40/2019

NIK menjadi nomor identitas 
tunggal yang mendasari semua 
urusan pelayanan publik

1. Setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh
kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia wajib mencantumkan
NIK.

2. NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen
identitas lainnya yang diterbitkan.

3. Dokumen identitas lainnya meliputi:
a. Dokumen identitas diri, antara lain surat identitas pilot, kartu advokat,

dan surat identitas profesi lainnya.
b. Bukti kepemilikan, antara lain dokumen perjalanan, NPWP, polis

asuransi, sertifikat hak atas tanah, SIM, BPKB, ijazah sekolah menengah
umum atau yang sederajat, dan ijazah perguruan tinggi.

Dalam penyelenggaraan semua 
pelayanan publik, Pemerintah 
melakukan integrasi nomor identitas yg 
telah ada dan digunakan untuk 
pelayanan publik



NIK SEBAGAI DASAR PELAYANAN PUBLIK

PASAL 64 UU NO. 24/2013

NIK menjadi nomor identitas tunggal yang 
mendasari semua urusan pelayanan publik

Dalam penyelenggaraan semua pelayanan publik, 
Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang 
telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik



KEWAJIBAN PENCANTUMAN NIK

1. Setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh
kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia wajib
mencantumkan NIK.

2. NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap
dokumen identitas lainnya yang diterbitkan.

3. Dokumen identitas lainnya meliputi:

a. Dokumen identitas diri, antara lain surat identitas pilot, kartu
advokat, dan surat identitas profesi lainnya.

b. Bukti kepemilikan, antara lain dokumen perjalanan, NPWP, polis
asuransi, sertifikat hak atas tanah, SIM, BPKB, ijazah sekolah
menengah umum atau yang sederajat, dan ijazah perguruan tinggi.

PASAL 34  PP NO. 40/2019



DATA KEPENDUDUKAN

DATA PERSEORANGAN : Pasal 58 ayat(2)

DATA AGREGAT

Pasal 58 ayat (3)

meliputi himpunan 

data perseorangan 

yang berupa data 

kuantitatif dan data 

kualitatif

PASAL 58 UU 24/2013

DATA KEPENDUDUKAN:

a.Data Perseorangan

b.Data Agregat

a. nomor KK; 
b. NIK; 
c. nama lengkap; 
d. jenis kelamin; 
e. tempat lahir; 
f. tanggal/bulan/tahun lahir; 
g. golongan darah; 
h. agama/kepercayaan; 
i. status perkawinan; 
j. status hubungan dalam 

keluarga; 
k. cacat fisik dan/atau 

mental; 
l. pendidikan terakhir; 
m. jenis pekerjaan; 
n. NIK ibu kandung; 
o. nama ibu kandung; 
p. NIK ayah; 
q. Nama ayah;

r. alamat sebelumnya; 
s. alamat sekarang 

(RT/RW/Dsn/Kmp); 
t. kepemilikan akta kelahiran/surat 

kenal lahir; 
u. nomor akta kelahiran/nomor surat 

kenal lahir; 
v. kepemilikan akta perkawinan/buku 

nikah; 
w. nomor akta perkawinan/buku 

nikah; 
x. tanggal perkawinan; 
y. kepemilikan akta perceraian; 
z. nomor akta perceraian/surat cerai; 
aa. tanggal perceraian; 
bb. sidik jari; 
cc. iris mata; 
dd. tanda tangan; dan 
ee. elemen data lainnya yang 

merupakan aib seseorang. 



DATA-DATA YANG DILINDUNGI

Menteri memberikan hak akses data 

pribadi kpd petugas provinsi dan petugas 

Instansi Pelaksana.

PASAL 84 ayat (1) UU 24/2013

Untuk kepentingan keamanan negara dan 

penegakan hukum, Data Pribadi Penduduk 

yg harus dilindungi hanya dapat diakses 

dg persetujuan dari Menteri 

PASAL 56 ayat (4) PP 40/2019

Data pribadi penduduk yg harus 

dilindungi memuat:

a. keterangan tentang cacat 

fisikdan/atau mental;

b. sidik jari;

c. iris mata;

d. tanda tangan; dan

e. elemen data lainnya yg merupakan 

aib seseorang.

PASAL 84 ayat (1) UU 24/2013

(1)   Data perseorangan dan dokumen 

kependudukan  wajib disimpan dan 

dilindungi kerahasiaannya oleh 

Negara

(2)   Menteri memberikan hak akses data 

kependudukan kpd petugas 

provinsi dan petugas Instansi 

Pelaksana serta pengguna.

PASAL 79 UU 24/2013



UU No 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan UU No 23 Tahun 2006

Pasal 58, Ayat (4):

Data Kependudukan Kementerian Dalam 
Negeri digunakan untuk semua keperluan 
antara lain untuk:

a. pelayanan publik;
b. perencanaan pembangunan;
c. alokasi anggaran;
d. pembangunan demokrasi; dan
e. penegakan hukum serta pencegahan 

kriminal.

Penggunaan Data 
Kependudukan

Antara lain:

PILEG/PILPRES Tahun 2014 & 2019

PILKADA Tahun 2015, 2017,2018 & 2020

Baseline Sensus Penduduk 2020
oleh BPS

Dasar perhitungan DAU, DAK dan 
Dana Desa

Verifikasi data bansos dan subsidi

Verifikasi dan validasi data dalam 
pelayanan publik

created by herra



AKSES PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN UNTUK 
PENANGANGAN COVID-19

14

NO INSTANSI KETERANGAN

1 MENKO PEREKONOMIAN Kartu Prakerja 

2 KEMENTERIAN KESEHATAN RS. Darurat Wisma Atlet – Penanganan 

Pasien Covid-19

3 DISKOMINFO JAWA BARAT Penanganan Covid-19 & Penyaluran 

Bantuan

4 DISKOMINFO JAWA TIMUR Penyaluran Bantuan

5 DINAS SOSIAL KOTA 

SEMARANG

Penyaluran Bantuan

6 BAPPEDA KOTA 

SEMARANG

Penanganan Covid-19 & Penyaluran 

Bantuan



created by herra



1NIK Sebagai Cermin Data Kependudukan

UU 23/2006
Jo UU 24/2013

Indonesia bercita-cita membangun satu data kependudukan

Menggunakan NIK untuk seluruh transaksi
Kebijakan 1 Data 
Kependudukan

Sifat NIK Unik, Khas, Tunggal, dan Melekat

Dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat 
tanah dan dokumen identitas lainnya

Pasal 13 UU 23/2006

created by herra



created by herra



created by herra







Unsur Berdirinya 
Suatu Negara

Penduduk

Pemerintahan

Wilayah

Pengakuan 
Negara Lain

TUGAS
NEGARA

Memberikan perlindungan hukum 
kepada seluruh  WNI Penduduk 
Indonesia dengan memberikan 
Dokumen Kependudukan secara cepat, 
akurat dan lengkap dan Gratis.

Negara harus hadir sampai ke pintu 
pintu rumah untuk memberikan 
pelayanan administrasi kependudukan.

UU No 23 Tahun 2006

UU No 24 Tahun 2013

Dasar 
Hukum

UUD 1945
TUJUAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK

❑ memberikan keabsahan identitas
❑ memberikan perlindungan status hak2 sipil 

penduduk
❑ menyediakan data dan informasi 

kependudukan nasional
❑ mewujudkan tertib adminduk secara nasional 

dan terpadu
❑ menyediakan data penduduk yg menjadi 

rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya
created by herra



KEBIJAKAN SIN
Single Identity Number

1
Penduduk

NIK

KTP-el

Tata Kelola
Yang Dituju

KEBIJAKAN ONE DATA POLICY & CONNECTED

“ Pembuatan rekening bank, 

proses perkreditan, SIM, 

Sertifikat tanah, Paspor, 

NPWP, BPJS harus 

menggunakan KTP-el”

TATA KELOLA PEMERINTAHAN 
DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN

created by herra



B I O M E T R I K

Data 
Tunggal

Perekaman 
KTP-el 

Pemilih Pemula

created by herra

Data 
Kependudukan

konsolidasi

verifikasi

validasi

S I A K

267 juta 
Penduduk

194 juta 
wajib ktp

DP4
Kriteria: - berdomisili di NKRI

- berusia > 17 thn

- < 17 thn  

sudah/pernah nikah
- bukan TNI/Polri

Basis Data

Total DP4 = 105.396.460 jiwa
270 Daerah Pemilihan
9 pilgub, 224 pilbup & 

37 pilwalkot



DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATANNYA

Sesuai amanat Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan mengamanatkan bahwa data kependudukan yang
digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari
Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan :

a)Pelayanan publik;

b)Perencanaan pembangunan;

c)Alokasi anggaran;

d)Pembangunan Demokrasi;

e)Penegakan hukum dan pencegahan kriminal



BEBERAPA DATA BALIKAN OLEH LEMBAGA PENGGUNA

1. PERBANKKAN > NOMOR CIF

2. DITJEN PAJAK > NPWP

3. BPJS > NOMOR BPJS

4. SELULAR > NOMOR HANDPHONE

5. POLRI > Nomor SIM, DATA KEJAHATAN, SKCK

6. KESEHATAN > NOMOR REKAM MEDIS

7. DINAS PENDAPATAN > NOMOR KENDARAAN

8. PEMBERIAN BANTUAN > NOMOR PENERIMA
BANTUAN

APLIKASI DATA BALIKAN











CALL CENTER DITJEN DUKCAPIL



Sejarah Revolusi Industri 5.0  Personalisasi Dimasa yang akan datang 5.0 merupakan 

penerapan teknologi revolusi industri 4.0, namun lebih masif, 

dimana dalam kehidupan sehari-hari benda-benda fisik tidak 

hanya dilengkapi dengan sensor, tetapi juga dipasangi 

kecerdasan buatan sehingga dapat terjadi interaksi cerdas 

antara manusia dengan benda fisik

4.0 Digitalisasi. Pada awal tahun 1980-an mulailah dikenal adanya Personal 

Computer, sehingga dimulailah era digitalisasi. Perubahan teknologinya 

hanya memakan waktu lebih kurang 10 tahun. 

Industri 4.0 mencakup perpaduan sistem siber-fisik dengan memanfaatkan 

IoT (Internet on Thing), cloud computing, komputasi kognitif. Dengan 

memanfaatkan IoT, maka dimungkinkan sebuah alat untuk berinteraksi satu 

sama lainnya, bertukar informasi, menganalisis dan memberi respons cerdas

3.0 Otomasi. Seratus tahun kemudian, barulah terjadi perubahan teknologi, 

dimana komputer ditemukan dan mulailah kegiatan produksi menggunakan 

proses otomasi yang menggunakan komputer sehingga dapat mempercepat 

proses

2.0  Elektrifikasi. Setelah lebih kurang 90 tahun, baru terjadi kemajuan dalam 

industri, dimana dapat terjadi kegiatan produksi massal di pabrik dengan model 

assembly line menggunakan kekuatan listrik

1.0  Mekanisasi. Pada era ini mesin uap mulai digunakan dalam kegiatan industri sebagai 

sumber daya. Muncullah kapal laut yang dulunya menggunakan angin sebagai sumber 

tenaganya, kemudian menggunakan mesin uap

REVOLUSI INDUSTRI 

31



PROSES MENDAPATKAN AKSES DAN PEMANFAATAN 

DATA KEPENDUDUKAN



DATA KEPENDUDUKAN 
SEMESTER II 2020

SUMATERA

21,73 %

JAWA

55,94 %

KALIMANTAN

6,13 %

BALI & 
NUSA TENGGARA

5,57 %

SULAWESI

7,43 %

MALUKU
1,17 %

PAPUA

2,02 %

Jumlah Penduduk
271,349,889 jiwa

Laki-laki
137,119,901 jiwa

Perempuan
134,229,988 jiwa

Jumlah KK
86.437.053 jiwa



Jumlah Perekaman 
Tahun 2020

Wajib KTP
196,394,976

Rekam
194,649,012 (99.11 %)

Belum Rekam
1.745.964

Target Perekaman 
Tahun 2021

Wajib KTP
200,426,767

Target Perekaman
5,777,755

Wajib KTP 
Pemula

4,031,791

Sisa Perekaman 
thn 2020

1,745,964 

Persentase 
Rekam Menjadi

97.12% 



LEMBAGA PENGGUNA YANG DILAYANI

a. Lembaga Negara;

b. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian; dan

c. Badan Hukum Indonesia Pusat.

a. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi;

b. BHI Provinsi yang tidak ada hubungan vertikal dengan BHI 

pusat.

a. Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota;

b. BHI Kab/Kota yang tidak ada hubungan vertikal dengan     BHI pusat 

dan BHI Provinsi.

• Pengguna Pusat

• Pengguna 
Daerah Provinsi

• Pengguna 
Daerah 
Kabupaten/

Kota



SYARAT & TATA CARA PENGAJUAN PEMBERIAN 

HAK AKSES BAGI PENGGUNA PUSAT, PROVINSI & KAB/KOTA
(Sesuai Permendagri No 102 Tahun 2019)

PERMOHONAN 

CALON LP 

DAERAH

DISDUKCAPI

L

DITJEN 

DUKCAPIL

Permohonan Diteruskan 

Dgn 

Penjelasan

Tola

k
Surat Penolakan

Provinsi (Paragraf II Psl 11)

Melalui Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Provinsi

Kab/kota (Paragraf II Psl 12) 

Melalui Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kab/Kota

PUSAT (Paragraf I)

Melalui Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil

Mou/PKS

Implementasi 

Juknis

POC dan 

Akses

Terim

a

PERMOHONAN 

CALON LP 

PUSAT

DITJEN 

DUKCAPIL

Permohonan

Surat Penolakan

Mou/PKS

Implementasi 

Juknis

POC dan 

Akses

Terim

a

Surat permohonan disertai penjelasan sekurang-kurangnya 

memuat: ( Prov, Kab/Kota Psl 11 b & 12 b) 

a. nama pengguna

b. tujuan pemanfaatan data kependudukan.

c. elemen data yang akan diakses.

d. metode akses data kependudukan.

e. data balikan yang akan diberikan. 

f. jangka waktu perjanjian kerja sama.



PERSETUJUAN PEMBERIAN HAK AKSES

MENTERI DALAM NEGERI

MENDELEGASIKAN

PETUGAS DUKCAPIL 

PROVINSI

PETUGAS DUKCAPIL 

KAB/KOTA

ENTITASTUNGGA

L PEMEGANG 

HAK AKSES

Psl 79 (2) jo. Psl 86 (1)

UU 24/2013

PENGGUNA

DIRJEN DUKCAPIL

MEMBERIKAN HAK AKSES

(Permendagri No 102 Tahun 2019 Pasal 3)

Pasal 4



PELAPORAN (Pasal 40)

• Pengguna daerah Kabupaten/Kota wajib melaporkan 

pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan kepada 

Disdukcapil Kabupaten/Kota.

• Pengguna daerah Provinsi wajib melaporkan pelaksanaan 

pemanfaatan Data Kependudukan kepada Disdukcapil Provinsi.

• Pengguna pusat wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan 

Data Kependudukan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

• Pelaporan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara 

berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan bulan 

Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 

PENDANAAN (Pasal 39)

• Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan pada 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dibebankan pada APBN.

• Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan pada 

Disdukcapil Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi.

• Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan pada 

Disdukcapil Kabupaten/Kota dibebankan pada APBD 

Kabupaten/Kota.

• Pendanaan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan 

untuk kebutuhan Pengguna dibebankan pada Anggaran 

Pengguna.

PENDANAAN DAN PELAPORAN
(Sesuai Permendagri No 102 Tahun 2019)



Salah satu KEWAJIBAN Lembaga Pengguna yg telah diberikan hak akses, adalah:

“Menjamin Kerahasiaan, Keutuhan Serta Tidak Melakukan Penyimpanan Data Kependudukan 

Yang Telah Diakses Dari Pihak Kesatu Dan Tidak Meberikan Data Kepada Pihak Lain Walau 

Masa Berlaku PKS Telah Habis”  

1. Bagi Pengguna yg menyebarluaskan data kependudukan yg tdk sesuai
kewenangannya, dikenai sanksi pidana

1. Bagi Pengguna yg melakukan Pelanggaran ketentuan menggunakan data
kependudukan melampaui batas kewenangan atau menjadikan data
kependudukan sebagai bahan informasi public sebelum mendapat
persetujuan dari Menteri, dikenai sanksi administratif berupa:

SANKSI 

Pasal 58 PP 40/2019

Pencabutan hak akses pengguna, 

pemusnahan data yg sudah diakses, 

dan denda administratif sebesar 

Rp.10.000.000.000,00 (10 miliar)

Pasal 95A UU 24/2013
Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data
Kependudukan Dan Data Pribadi dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah).

3. Sanksi Administratif Permendagri 102 /2019 Pasal 45

Pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 7 huruf l, Pasal 24 ayat
(5), Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 40, dikenakan sanksi
administratif dalam bentuk.

a. pengurangan kuota Hak Akses, 

b. penonaktifan User Identity 

c. pemutusan jaringan 

d. penonaktifan Card Reader; dan/atau 

e. pengakhiran kerjasama





Dasar Hukum Data 
Balikan

Menteri berhak mendapatkan data balikan setelah hak akses

diberikan kepada pengguna dan/atau dimanfaatkan oleh

pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PP 40 tahun 2019 

pasal 10 ayat 6



No. Bansos

Adalah Kode unik (elemen data yang tidak ada dalam elemen data

kependudukan) dari lembaga pengguna yang sudah tertuang dalam PKS dan

Juknis dan wajib disampaikan kepada Ditjen Dukcapil guna melengkapi data

base kependudukan (Big Data).

BIG 

DATA

NIK

Single Identity 

Number

(SIN)

No. Rekam medisNo. Induk Siswa

NO. CIF

No. Objek 
Pajak

DATA BALIKAN

No HP

Nomor 
kendaraan

NO. SIM



METODE AKSES WEB SERVICE

• Bagi Pengguna yang telah
mendapatkan hak akses
data kependudukan
melalui web service, dapat
dilanjutkan dengan
notifikasi “sesuai“ atau
“tidak sesuai” (sudah
diterapkan di beberapa
lembaga)

• Akses secara manual
(operator) atau otomatis
mesin



MANFAAT PEMANFAATAN DATA 
BAGI PELAYANAN PUBLIK

BAGI PEMBERI LAYANAN DAN 
PENERIMA LAYANAN PUBLIK 
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PEMANFAATAN

DATA 
KEPENDUDUK

AN

AKURAT

VERIFIED

UPDATED

TERPERCAY
A

SHARING

MEMBANGU
N 

BIG DATA

MEWUJUDK
AN 

SIN





BIG DATA

BIG DATA INI ADALAH DATA YANG LEBIH BESAR, 
KUMPULAN DATANYA LEBIH KOMPLEKS, TERUTAMA DARI 

SUMBER DATA BARU.

KUMPULAN DATA INI TERBILANG SANGAT PRODUKTIF 

SEHINGGA SOFTWARE (PERANGKAT LUNAK) PENGOLAH 
DATA TRADISIONAL TIDAK DAPAT MENGELOLANYA.

VOLUME DATA YANG SANGAT BESAR INI DAPAT 

DIGUNAKAN UNTUK MENGATASI MASALAH BISNIS YANG 
TIDAK DAPAT DIATASI SEBELUMNYA 

(DOUG LANEY, 2001)



CONTOH

BIG DATA
► Seluruh status dan daftar gambar & video di media sosial 

(Pengguna Facebook saja lebih dari 2,23 miliar orang, belum lagi 
Twitter, Instagram, dan media sosial lainynya).

► Informasi yang Google dapatkan seperti daftar seluruh situs yang 

ada di dunia, pengguna Android, dan orang yang menggunakan 

layanan Google lainnya

► Indonesia yang mulai menerapkan E-KTP tentu menyimpan seluruh 

informasi penduduk ke dalam komputer. Serta data pengguna 

telpon seluler yang terus ditambahkan.

► Informasi belanja online seperti di Lazada, Tokopedia, Bukalapak, 
dan lain-lain.



Contoh pemanfaatan big data

► Perusahaan ritel dapat menggunakan informasi 
dari social media seperti Facebook, Twitter, 
Instagram, untuk menganalisis bagaimana 
perilaku, persepsi pelanggan terhadap suatu 
produk atau brand dari perusahan.

► Dengan menggunakan tools untuk pengambilan 
ataupun pengolahan datanya, misalnya dengan 
menggunakan software Gephi, Python, Netlytics, 
NiFi, dan Tableau.



Kementerian

Lembaga Negara non Kementerian 

Penegak Hukum 

Bank 

Pasar Modal 

Seluler

Pemerintah Provinsi/Kab/kota 
Pendidikan 

Asuransi 

Pembiayaan 

Koperasi 

DATA BALIKAN YANG MEMBANGUN BIG DATA

Uang Elektronik / Dompet Elektronik 

Tanda Tangan Elektronik 

Penyedia Jasa Gadai 

Pengiriman Uang 

Jasa Kesehatan 

Platform Bersama 
Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan 

Pinjam meminjam berbasis TI 

Amil Zakat 

Lembaga Lainnya





Jakarta, 22 Juni 2021

Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

KEMENDAGRI

PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN   KEPENDUDUKAN   DALAM   
RANGKA   AKSES  DWH ( DATA WEREHOUSE ) TERPUSAT



MEKANISME PENGIRIMAN DATA BALIKAN 
DARI LEMBAGA PENGGUNA



Dasar Hukum Data Balikan

PP 40 tahun 2019 pasal 
10 ayat 6

Menteri berhak

mendapatkan data balikan

setelah hak akses diberikan

kepada pengguna dan/atau

dimanfaatkan oleh

pengguna sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Permendagri 102 tahun 2019 
pasal 38 ayat 1 s.d. 3

(1) Pengguna Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2), wajib memberikan Data Balikan kepada Direktorat

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan

huruf d, dan Pasal 4 ayat (5) huruf b dan huruf c, wajib

memberikan Data Balikan kepada Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(3) Data Balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), diberikan melalui aplikasi Data Balikan yang terintegrasi

dengan sistem Data Warehouse yang disediakan oleh

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



DATA BALIKAN
data yang bersifat unik dari masing-masing lembaga

Pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan.

BIG 
DATA

NIK

Single Identity Number
(SIN)

NPWP

No HP

NO_CIF

Nomor 
kendaraa

n

No Pesesta



PENYAMPAIAN DATA BALIKAN

Upload Excel/ CSV
Webservicepengiriman data balikan dengan meng

upload file data balikan melalui aplikasi
web service data balikan Ditjen Dukcapil.

pengiriman data balikan dengan
melalui metode web service yang
dikembangkan oleh lembaga
pengguna.



API DATA 
BALIKAN 

(VPN)

INPUT 
PARAMETER 

SESUAI DENGAN 
DATA BALIKAN 

LEMBAGA 
PENGGUNA

DOWNLOAD 
FORMAT 

EXCEL /CSV 
YANG 

SUDAH DI 
SETING 

TENTUKAN 
FILE exl/csv

http://172.16.160.31/
databalikan/

LEMBAGA 

PENGGUNA
UPLOAD

SETING 

PARAMETER
DOWNLOAD

PILIIH FILE

DASHBOARD

Verifikas
i

UPLOAD DATA

MONITOR DATA 
YANG SUDAH DI 

UPLOAD DAN 
DATA TERAKHIR 

DI UPLOAD

LOGIN 

ALUR PROSES DATA BALIKAN PUSAT dan DAERAH
METODE UPLOAD DATA: EXCEL dan CSV

ISI FORMAT 
EXCEL YANG 

SUDAH DI 
DOWNLOAD

http://172.16.160.31/databalikan/


PENGEMBANG
AN APLIKASI 

DATA BALIKAN

http//:16.16
0.31/
\Databalikan
api/store00

SUKSES/
GAGAL

LEMBAGA 

PENGGUNA
RESPO

N

SETING

PARAMETER

MENGIRIM

DATA 

BALIKAN

ALUR PROSES DATA BALIKAN PUSAT dan DAERAH
METODE UPLOAD DATA WEB SERVICE

Bearer (Token)
• NIK
• Id_lembaga
•Nama_lembag
•Parameter

http//:16.160.31/
\Databalikanapi/
getparam

Pos

t
Get 

Parameter



1. Metode Excel dan CSV;

2. Metode Form Online;

3. Metode Web Service.

4 (EMPAT) METODE PENGIRIMAN DATA PADA

APLIKASI DATA BALIKAN



DIREKTORAT JENDERAL 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2021

LOGIN ADMIN 

PADA APLIKASI DATA BALIKAN



FORM LOGIN



FORM HOME ADMIN



DASHBOARD MONITORING INSTANSI



FORM PENCARIAN NIK



CONTOH HASIL PENCARIAN NIK PENDUDUK



FORM LIST LEMBAGA



FORM LIST USER ACCOUNT



DIREKTORAT JENDERAL 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2021

LOGIN LEMBAGA PENGGUNA 
PADA APLIKASI DATA BALIKAN



FORM LOGIN



FORM MENU UTAMA



Menu ini gunakan lembaga untuk menambahkan parameter data balikan
untuk menambahkan parameter tekan button [+] kemudian tekan button [submit]

FORM MENU SETING PARAMETER



Menu ini gunakan lembaga untuk melakukan upload data balikan dalam bentuk excel, tekan button
[Download from excel] untuk mengunduh template format excel data balikan, tekan button [Browse] untuk
upload dokumen template format excel data balikan, kemudian menekan button [Import File]

FORM MENU DOWNLOAD 
TEMPLET UPLOAD DATA EXCEL



Menu ini gunakan lembaga untuk melakukan upload data balikan dalam bentuk excel, tekan button
[Download from excel] untuk mengunduh template format excel data balikan, tekan button [Browse] untuk
upload dokumen template format excel data balikan, kemudian menekan button [Import File]

FORM MENU DOWNLOAD 
TEMPLET UPLOAD DATA CSV



FORM TEMPLET UPLOAD DATA EXCEL 



Menu ini digunakan lembaga untuk form input data balikan secara online lembaga mengisi data balikan sesuai dengan
parameter yang sudah di buat, kemudian tekan button [Submit] untuk menyimpan data balikan

MENU ENTRY FORM ONLINE 



Menu ini digunakan lembaga untuk UPLOAD FILE data balikan baik menggunakan EXCEL dan CSV dalam pengiriman 
data Ke Ditjen Dukcapil

MENU UPLOAD DATA BALIKAN



Menu ini digunakan lembaga untuk form input data balikan secara web services lembaga mengisi data balikan sesuai
dengan parameter yang sudah di buat,

MENU KIRIM MELALUI WEB SERVICES

http://seting_webservice.txt


HASIL DATA BALIKAN PENDUDUK

xxxxxxxxxxxxx





Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan 

Dokumen Kependudukan

BAHAN PAPARAN
https://bit.ly/CARDREADER



DATA KEPENDUDUKAN 
SEMESTER II 2020

30 Des 2020

SUMATERA
21,73 %

JAWA

55,94 %

KALIMANTA
N6,13 %

BALI & 
NUSA 
TENGGARA5,57 %

SULAWE
SI7,43 %

MALUK
U1,17 %

PAPU
A2,02 %

Jumlah Penduduk
271,349,889 jiwa

Laki-laki
137,119,901 jiwa

Perempuan
134,229,988 jiwa

Jumlah KK
86.437.053 jiwa

PENDUDUK 
TERBESAR KE 
4 DI DUNIA



Unsur Berdirinya Suatu Negara

Penduduk

Pemerintahan

Wilayah

Pengakuan
Negara Lain

TUGAS NEGARA
Memberikan perlindungan hukum kepada
seluruh WNI Penduduk Indonesia dengan
memberikan Dokumen Kependudukan secara
Mudah, Cepat, Akurat, Lengkap dan Gratis.

Negara harus hadir sampai ke pintu pintu
rumah untuk memberikan pelayanan
administrasi kependudukan. PELAYANAN 
YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYAT

CREATED BY 
HERRA

FILOSOFI ADMINDUK

DINAMIKA DUA VARIABEL 
POKOK DALAM ADMINDUK :

1. HARAPAN MASYARAKAT 
MENINGKAT

2. TEKNOLOGI 
BERKEMBANG PESAT

TUJUAN ADMINDUK 

1. Memberikan Identitas Penduduk
2. Memberikan Kepastian Hukum
3. Menyediakan Satu Data Kependudukan
4. Integrasi dan Koneksi Data K/L dan 

Swasta



Pelayanan Adminduk

DOKUMEN KEPENDUDUKAN
(24 Dokumen)

1. Biodata Penduduk
2. Kartu Keluarga
3. KTP-el 
4. KIA
5. SuKet. Pindah
6. SuKet. Pindah Datang
7. SuKet. Pindah Ke Luar Negeri
8. SuKet Datang dari Luar Negeri
9. SuKet Tempat Tinggal
10. SuKet. Kelahiran
11. SuKet. Lahir Mati
12. SuKet. Pembatalan Perkawinan
13. SuKet. Pembatalan Perceraian

14. SuKet. Kematian
15. SuKet. Pengangkatan Anak
16. SuKet. Pelepasan Kewarganegaraan

Indonesia
17. SuKet. Pengganti Tanda Identitas
18. SuKet. Pencatatan Sipil
19. Akta Kelahiran
20. Akta Kematian
21. Akta Perkawinan
22. Akta Perceraian
23. Akta Pengakuan Anak
24. Akta Pengesahan Anak

DATA KEPENDUDUKAN
(Pasal 58 UU 24/2013)

1. Data Perseorangan (31 elemen data)
2. Data Agregat

KONSEPSI DAN LINGKUP 
ADMINDUK



1NIK Sebagai
Cermin

Data Kependudukan

UU 23/2006
Jo UU 24/2013

Indonesia bercita-cita membangun satu data kependudukan

Menggunakan NIK untuk seluruh transaksi (Single 
Identity Number)

Kebijakan 1 Data 
Kependudukan

Sifat NIK Unik, Khas, Tunggal, dan Melekat

Dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat
tanah dan dokumen identitas lainnya

Pasal 13 UU 23/2006

created by herra



UU No. 23/2006, 
Psl 5, 6, 7, 8, 13 & 83  

Perubahan Atas PMDN 38/2009 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat 

Lunak dan Blangko KTP Berbasis NIK Secara Nasional

tentang : hak dan 

Kewajiban Pemerintah 

Pusat dan Daerah

Pasal 5,6,7,8

tentang : Hak dan 

Kewajiban Penduduk

Pasal 13

Dipergunakan :

1. Lay. Publik

2. Perc. Pembngunan

3. Alokasi Anggaran

4. Pembngunan demokrasi

5. Pngkan Hkm & Pcgh Krimnl

Pasal 58 Ayat 4

tentang

Perlindungan & 

Kerahasiaan 

Data & Dokumen

Kependudukan

Pasal 79

tentang : Pemanfaatan 

Data Kependudukan

Pasal 83

UU No. 24/2013, 
Psl 58 Ayat 4 & Psl 79

PMDN 6/2011

RUANG LINGKUP RUJUKAN 
DASAR HUKUM UTAMA ADMINDUK

yg terdiri:
1. Kementerian;
2. Lembaga; dan
3. BHI

Menteri memberikan hak akses

untuk pemanfaatan:
a) Data Kependudukan; dan
b) KTP-el

Pemberian Hak Akses 
PP No. 40/2019
Psl 10 Ayat 1 & 3

Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.PMDN 102/2019

PMDN 76/2020 PERANGKAT PEMBACA DAN PENULIS SERTA PERANGKAT PEMBACA KTP-el



Personalisasi KTP-el Pusat (2011-2014)

U
P

D
A

TE R
ep

o
rt to

 Tab
le
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ard

 M
an

age
m

en
t

Plain Data  All

Encrypted 
Data
Report

Perso Script

Plain Data (Demographic, Tanda Tangan & Photo) 



1

Server Database e-KTP

Kecamatan

Server Database 

Kependudukan Nasional

2 3

Ajudikator

CMS
Biro Personalisasi A

4a

4b

5a

5b

Biro Personalisasi B

KMS Pusat

6

7

7a
7b

Mesin Perso 1

KMS A

Mesin Perso 2

Mesin Perso 1

Mesin Perso 2
KMS B

POLA PREPERSONALISASI (BLANGKO) DAN PERSONALISASI (CETAK) KTP-EL 

PADA PERIODE PENCETAKAN MASSAL (2011-2014)

TANPA KARTU SAM, KEY

LANGSUNG DIBERIKAN OLEH 

‘KMS PUSAT’ KE DALAM CARD 

MANAGEMENT SYSTEM (CMS)

SELANJUTNYA DIKIRIM PADA 

PROSES CETAK/PERSO KTP-EL

BIRO PERSO A-B BERTINDAK SEBAGAI 

UNIT PREPERSO/CETAK BLANGKO KTP-

EL DAN SEKALIGUS MEMASUKKAN 

DATA DARI CARD MANAGEMENT 

SYSTEM (CMS) KE DALAM BLANGKO

KTP-EL MENJADI DOKUMEN KTP-EL 

STATUS CARD_PRINTED.

KEY LANGSUNG DIBERIKAN OLEH ‘KMS 

A’ KEPADA MESIN PERSO A (1 & 2) DAN 

‘KMS B’ KEPADA MESIN PERSO B (1 & 2)



POLA PREPERSONALISASI (BLANGKO) KTP-EL DAN PERSONALISASI (CETAK) 

KTP-EL PADA PERIODE PENCETAKAN REGIONAL (2014-skrg)

FUNGSI ‘KMS PUSAT’ DIWAKILI 

KARTU SAM.

KEY ‘DITANAM’ PADA KARTU SAM

YANG DIGUNAKAN ADB PADA 

INSTANSI PELAKSANA.

KMS PUSAT = KMS KARTU SAM

FUNGSI BIRO PERSO A-B DIGANTIKAN 

OLEH PERUSAHAAN BLANGKO KTP-EL,

BERTINDAK SEBAGAI UNIT PREPERSO 

(CETAK) BLANGKO KTP-EL.

FUNGSI KMS A-B DIGANTIKAN KMS 

BLANGKO KTP-EL.

KEY DIBERIKAN OLEH KMS BLANGKO 

KTP-EL SETIAP REQUEST KEY DARI 

PERUSAHAAN BLANGKO KTP-EL.

KMS A-B = KMS BLANGKO KTP-EL

DC 

MMU

KMS 

SAM

KMS 

BLANGKO

PERUSAHAAN 

BLANGKO

KART

U 

SAM

BLANGK

O KTP-

EL

Penduduk Petugas 

Perekaman

1

Server DatabaseKTP-el 

Kecamatan

Server Database 

Kependudukan Nasional

2 3

Ajudikator

Server Database KTP-el 

Dinas DUKCAPIL

4a

4b

5a

5b

6

7

Petugas 

Pencetakan

8



Prepersonalisasi 

Blangko KTP-el

Chip (NXP Native)

Data Field (DF)

Element Field 

(EF)

Blangko KTP

Kabupaten/Kot

a

Data 

Penduduk

SAM + Blangko 

KTP

Distribusi

Personalisa

si 

SAM KTP-el (8 Kb, terpakai ≤ 6kb, sisa ruang ±
2kb) 

Kartu SAM

Chip (NXP Java)

Distribusi

ALUR KMS ANTARA BLANGKO KTP-EL DAN KARTU SAM



SURAT DIRJEN TENTANG LAPORAN PENGGUNAAN SAM DAN PELAKSANAAN 
PEMUSNAHAN KARTU SAM RUSAK DAN/ATAU TERKUNCI

BAGI DUKCAPIL KAB./KOTA
470/11942/Dukcapil

Kartu SAM

Chip (NXP Java)



CARD READER ATAU CARD ENCODER???
PERMENDAGRI 34 2014 PERMENDAGRI 76 2020 

Card Reader

Card Encoder
Card Reader

Card Reader



PERANGKAT PEMBACA KTP-el (CARD READER) 

Card Reader yang terdiri dari perangkat keras dan
perangkat lunak terintegrasi menjadi sebuah perangkat
pembaca KTP-el yang mandiri tanpa harus terhubung
dengan perangkat komputer, yang dapat diterapkan
pada pelayanan publik di instansi pemerintah,
pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta
yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada
perizinan, usaha, perdagangan, jasa perbankan,
asuransi, perpajakan dan pertanahan

Contoh Card 
Reader



Penggunaan Perangkat Pembaca KTP-el (Card Reader)

Lembaga Pengguna Total: 1.573, Jumlah Card Reader: 52.309 unit

• Lembaga Pengguna Pusat: 1.347, Jumlah Card Reader: 49.571

• Lembaga Pengguna Daerah: 230, Jumlah Card Reader: 2.744

NO NAMA LEMBAGA
JUMLAH READER 

PEMANFAATAN
NO NAMA LEMBAGA

JUMLAH READER 

PEMANFAATAN

1 BNI 46 (PUSAT & CABANG) 10,706                  11 TELKOMSEL 762                         

2 BCA 10,289                  12 BPD JAWA BARAT BANTEN 524                         

3 HOME CREDIT 5,496                     13 BANK MAYBANK 493                         

4 DIVISI TI POLRI 2,727                     14 DITJEN PAJAK - KEMENKEU 396                         

5 BAINTELKAM POLRI 1,687                     15 DINAS DUKCAPIL DKI JAKARTA 385                         

6 PT. ADIRA DM FINANCE 1,503                     16 ASDP FERRY INDONESIA 272                         

7 DITJEN AHU KEMENKUMHAM 999                         17 BPJS KETENAGAKERJAAN 309                         

8 KORLANTAS POLRI 1,459                     18 DINAS PMD KABUPATEN PEMALANG 211                         

9 BARESKRIM POLRI (PUSINAFIS) 1,314                     19 BPR SURYA YUDHAKENCANA 101                         

10 BANK MANDIRI 689                         20 PT. PRIVY IDENTITAS DIGITAL 47                           

21 LEMBAGA PENGGUNA LAINNYA 10,318                  11.940



PEMANFAATAN CARD READER (PMDN 102/2019)

Pasal 21 
huruf a

Perjanjian Kerja Sama PUSAT.   

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama 
PROVINSI.   

Pasal 11

Dapat diintregasikan dengan 
webservice

Pasal 25

Perjanjian Kerja Sama 
KAB./KOTA.   

Pasal 12

Pengadaan secara Mandiri

Pasal 23



LOGIKA GELANG/TIKET AKSES MASUK 



DITEMUKAN KTP-el PALSU DI BEBERAPA DAERAH



PROSES PERSONALISASI KARTU
SAM DAN AKTIVASI CARD READER

• APLIKASI SI FILMA (sifilma.Kemendagri.go.id)



petunjuk singkat terkait permintaan file konfigurasi dinas dukcapil kab kota (fungsi RW / R - reader duali DE620L)
• tahap 1 : SAM – PERSONALISASI
• 👉 link : https:/sifilma.kemendagri.go.id/sam
• 👉 user password dkps kab kota
• 👉 OTP (mohon kontak admin - 081280681059 atau opr sifilma wa center : 082211990605 atau mengecek sms admin sifilma dkps kab kota)
• 👉 klik "cetak dokumen bast“
• 👉 klik "received"👉 klik "submit permintaan" 
• 👉 selanjut pilih menu "SAM - AKTIVASI" 

tahap 2 : SAM - AKTIVASInote : menyiapkan surat perihal permohonan file konfigurasi (manifest) kartu sam fungsi RW.
• 👉 klik "permintaan aktivasi“
• 👉 klik "add new“
• 👉 no. permintaan : (no. surat dinas)
• 👉 judul permintaan : (perihal surat dinas)
• 👉 tanggal buat : ---
• 👉 no. permohonan perso : (pilih no. surat)
• 👉 jumlah mesin : (sesuai jumlah kartu sam yg diperso)
• 👉 berkas permintaan : (upload surat dinas format pdf)
• 👉 status : new
• 👉 catatan/keterangan : (disesuaikan)
• 👉 klik "submit permintaan aktivasi"setelah proses tsb, mohon kontak operator sifilma wa center : 082211990605 utk APPROVE permintaan tsb. 

tahap 3 :note : setelah diapprove akan muncul nomor token.
• 👉 klik "do aktivasi“
• 👉 no. identitas kartu sam : (30 15 4B 01 00 00 XX XX - contoh)
• 👉 token kartu sam : (3d7PGu9R5l - contoh)
• 👉 no. mesin : 0
• 👉 latitude : 0
• 👉 longitude : 0
• 👉 alamat : (alamat dinas lengkap atau alamat penempatan alat pencetakan ktp el)
• 👉 provinsi : 
• 👉 kota : 
• 👉 kecamatan :
• 👉 kelurahan :
• 👉 kode wilayah : 
• 👉 klik "submit aktivasi" dan file manifest/konfigurasi akan muncul.note : utk info lanjut, silahkan kontak operator sifilma wa center : 

082211990605



BAGI BUPATI/WALIKOTA

471.13/10760/Dukcapil

SURAT MENDAGRI TENTANG PEMANFAATAN KTP-el MELALUI PERANGKAT PEMBACA 
(CARD READER)

SURAT DIRJEN TENTANG IMPLEMENTASI SIFILMA

BAGI DUKCAPIL KAB./KOTA

470/9259/Dukcapil01

BAGI DUKCAPIL PROVINSI

470/9258/Dukcapil02

BAGI LEMBAGA PENGGUNA

470/9256/Dukcapil03



Daftar Produsen Card Reader

1. PT. LEN

2. PT. INTI

3. PT. GLOBAL

4. PT. WARINGIN JATI

5. PT. SOFTORB

6. PT. NYRA

7. PT. CERDAS SOLUSI INDONESIA

8. PT. HIT INTERNASIONAL

9. PT. ASIA PASIFIC TRUE TRUST

PMDN 34/2014
1. PT. INTI

2. PT. SOFTORB

3. PT. ASIA PASIFIC TRUE TRUST

4. PT. IDPRO BIG DATA INDONESIA

PMDN 76/2020 (Maret 2021)



BEBERAPA CONTOH 
UNIT CARD READER/KTP-EL READER



1. PT INTI PERSERO 2. PT GLOBAL MEGAH KARSAUTAMA

4. PT NYRA

3. PT WARINGIN JATI

5. PT SOFTORB TECHNOLOGY 
INDONESIA

6. PT IDPRO BIGDATA INDONESIA

7. PT LEN INDUSTRI



CONTOH SURAT PERMOHONAN PERSONALISASI KARTU SAM FUNGSI RW DAN R



CONTOH SURAT AKTIVASI CR KTP-EL/BACA KTP-EL DINAS DUKCAPIL





Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan


